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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PRIORITAS PEMANFAATAN MINYAK BUMI UNTUK
PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI.

Abstrak :

- bahwa untuk optimalisasi, kepastian hukum, dan kepastian

berusaha dalam pemanfaatan minyak bumi untuk memenubhi
kebutuhan dalam negeri selain yang bersumber dari
kewajiban pemenuhan minyak dan/atau gas bumi dalam
negeri  (Domestic Market Obligation) serta untuk
meningkatkan ketahanan energi nasional, perlu mengatur
prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan
kebutuhan dalam negeri. Bahwa Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 ten tang
Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan
Kebutuhan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Prioritas
Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan
Dalam Negeri.

Dasar Hukum Permen ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No.
11 Th 2020; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; PP No.
35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; Perpres No. 68 Th 2015 jo
Perpres No. 105 Th 2016.

Permen ini mengatur mengenai :

Untuk memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dalam negeri, PT
Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha
Pengolahan Minyak Bumi memprioritaskan pasokan Minyak
Bumi yang berasal dari dalam negeri.

Pemenuhan Minyak Bumi yang berasal dari dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kontraktor atau
Afiliasi Kontraktor harus:

a. menawarkan Minyak Bumi bagian Kontraktor kepada PT
Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang
Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi; atau

b. mengikutsertakan PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan
Usaha Pemegang lIzin Usaha Pengolahan Minyak Bumi
dalam lelang Minyak Bumi bagian Kontraktor.

Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi
yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap kondensat.



Catatan :

Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 1 Juli 2021.

- Diundangkan di Jakarta, 9 Juli 2021.

- Mencabut Permen ESDM No. 42 Th 2018.



